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Abstract 

This research was conducted to find out and analyze the role of Islamic financial services, 

Bank BPRS Bhakti Sumekar and Baitul Maal wat Tamwil (BMT) NU Jawa Timur in 

sustainable development in region with a majority Muslim population, Sumenep Regency, 

Madura, East Java. The research model is comparative-qualitative, comparing the two 

Islamic financial services of Bank BPRS Bhakti Sumekar and BMT NU Jawa Timur in 

developing structural and cultural-based Islamic financial services. Bank BPRS Bhakti 

Sumekar is structurally based as a Regional Owned Enterprise (BUMD) for the Sumenep 

Regency Government. BMT NU Jawa Timur is culturally based, founded, and run by the 

community. The data collection technique for this research was in-depth interviews, 

observing activities in the offices and branches of the two financial services. In addition, a 

search was carried out for relevant documents owned by the two financial institutions and 

online media and official websites related to the research topic. Focus group discussions 

were also conducted with Islamic finance experts. The research succeeded in uncovering the 

role of the two Islamic financial services in sustainable development in Sumenep Regency. 

Culturally-based Islamic financial services grow faster and are more resilient to economic 

crises. 

Keywords: Islamic financial, economic crises, new institutional economic. 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga jasa keuangan 

syariah Bank BPRS Bhakti Sumekar dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) NU Jawa Timur 

dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah berpenduduk mayoritas muslim, Kabupaten 

Sumenep, Madura, Jawa Timur. Model penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

komparatif, yaitu membandingkan kedua lembaga jasa keuangan syariah, yaitu Bank BPRS 

Bhakti Sumekar dan BMT NU Jawa Timur dalam mengembangkan lembaga jasa keuangan 

syariah berbasis struktural dan kultural. Bank BPRS Bhakti Sumekar secara struktural 

merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Sumenep. 

Sedangkan BMT NU Jawa Timur secara kultural merupakan lembaga yang didirikan dan 

dikelola oleh masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, observasi kegiatan di kantor dan cabang kedua lembaga jasa keuangan tersebut. 

Selain itu, dilakukan penelusuran dokumen-dokumen relevan yang dimiliki kedua lembaga 

keuangan tersebut serta media daring dan situs web resmi yang terkait dengan topik 

penelitian. Diskusi kelompok terarah juga dilakukan dengan para pakar keuangan syariah. 

Penelitian ini berhasil mengungkap peran kedua jasa keuangan Islam tersebut dalam 

pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Jasa keuangan Islam berbasis budaya 

tumbuh lebih cepat dan lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi. 

Kata kunci: Keuangan Islam, krisis ekonomi, ekonomi kelembagaan baru. 
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1. PENDAHULUAN 

Orientasi pembangunan di dunia 

tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan 

ekonomi saja, tetapi lebih mengarah pada 

pembangunan berkelanjutan. Hal ini telah 

menjadi kesepakatan antarnegara di dunia 

yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB). Sejak tahun 2016 hingga 

tahun 2030, orientasi pembangunan 

diarahkan pada tujuan pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development 

goals/SDGs). Pembangunan berkelanjutan 

dimaksudkan untuk menjaga 

keseimbangan antara kesejahteraan warga 

negara dan pemerataan kesejahteraan di 

antara masyarakat dunia, termasuk 

menciptakan iklim pembangunan yang 

berwawasan lingkungan. Pembangunan 

berkelanjutan, menyeimbangkan 

kepentingan manusia untuk kehidupan 

yang sejahtera, dan sekaligus menjaga 

kelestarian lingkungan alam. Lebih jauh, 

menjaga kelestarian lingkungan alam juga 

berkorelasi langsung dengan menjaga 

sumber daya alam untuk diwariskan 

kepada generasi berikutnya.     

 Dilihat dari postur jasa keuangan 

syariah di tingkat nasional, sejak lahir 

hingga saat ini terus tumbuh dan 

berkembang, mendorong pertumbuhan 

ekonomi di sektor mikro, kecil, dan 

menengah. Seperti yang terjadi di 

Lumajang, Jawa Timur, pembiayaan 

keuangan syariah turut mendorong 

perkembangan usaha mikro, kecil, dan 

menengah karena beban angsuran yang 

relatif ringan bagi pengusaha kecil. Selain 

itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah juga memperoleh kemudahan 

lain, seperti perbaikan tempat usahanya, 

dari perbankan syariah (Maryani & 

Abidin, 2021). Hal serupa juga terjadi di 

Bogor, Jawa Barat. Layanan keuangan 

syariah di Bogor, Jawa Barat, memiliki 

peran dalam meningkatkan pendapatan 

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah 

(Paramita & Zulkarnain, 2018). Di 

Palembang, Sumatera Selatan, layanan 

keuangan syariah juga berperan dalam 

pengembangan usaha mikro, kecil, dan 

menengah (Aryanti et al., 2022). Data 

tersebut menunjukkan tren peningkatan 

peran lembaga keuangan syariah dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

terutama dalam peningkatan usaha kecil 

dan menengah di Indonesia.  

  Jasa keuangan syariah bukan hanya 

sekedar jasa keuangan yang berperan di 

sektor keuangan saja, namun juga 

mempunyai fungsi sosial yaitu membantu 

para pengusaha kecil dalam memperoleh 

berbagai kemudahan dan bantuan yang 

menunjang kegiatan usaha kecil 

(Qadariyah et al., 2017). Layanan 

keuangan syariah memberikan keuntungan 

bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan 
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menengah karena persyaratan untuk 

mendapatkan dana usaha lebih mudah dan 

tidak rumit (Bahagia & Ridwan, 2022). 

Jasa keuangan syariah di Indonesia telah 

berhasil menggerakkan usaha mikro, kecil, 

dan menengah dalam berbagai fungsinya. 

Dari aspek permodalan, lembaga keuangan 

syariah telah berhasil meningkatkan 

modal, yang selanjutnya meningkatkan 

produksi (Hidayat, 2021). Tren peran jasa 

keuangan syariah terus mengalami 

peningkatan membangun perekonomian 

daerah, dengan penyediaan dan pemberian 

modal kepada usaha kecil. Hal tersebut 

linier dengan semakin banyaknya usaha 

mikro, kecil dan menengah di daerah. 

 Usaha mikro, kecil, dan menengah 

lebih banyak terdapat di daerah. Dari 65 

juta usaha mikro, kecil, dan menengah 

yang ada di seluruh Indonesia, mayoritas 

tersebar di daerah (Muna et al., 2022). 

Relevansi layanan keuangan syariah bagi 

usaha mikro, kecil, dan menengah perlu 

dikelola dengan baik agar dapat berjalan 

lebih efektif dan tepat sasaran. Termasuk 

perlunya perubahan kebijakan dari 

lembaga pemerintah agar pelaku usaha 

mikro dapat lebih mudah mendapatkan 

akses terhadap layanan keuangan syariah. 

Begitu pula dengan layanan keuangan 

syariah yang memiliki peran penting 

dalam pembangunan ekonomi nasional 

dan daerah (Irawan et al., 2021). Sektor 

yang paling diuntungkan dari layanan 

keuangan syariah di kawasan ini adalah 

usaha mikro (Risal, 2019). Lembaga 

keuangan syariah seperti dua sisi mata 

uang dengan usaha mikro, kecil, dan 

menengah. Tumbuhnya usaha mikro kecil 

dan menengah, seiring dengan semakin 

berkembangnya lembaga keuangan 

syariah. Begitu pula sebaliknya. 

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan 

menengah juga berkorelasi dengan 

pembangunan berkelanjutan.  

 Topik pembangunan berkelanjutan 

merupakan isu yang masih terus dibahas 

oleh para ahli, akademisi, praktisi, peneliti, 

dan pembuat kebijakan. Ekonomi dan 

perbankan syariah semakin banyak dikaji, 

baik di Indonesia maupun di negara-negara 

lain. Secara umum, perbankan syariah 

memiliki peran dalam pembangunan 

berkelanjutan (Khan, 2019). Keuangan dan 

perbankan syariah sebagai perwujudan 

syariat Islam memiliki relevansi terhadap 

pembangunan berkelanjutan. Hal ini telah 

diteliti oleh Burhanuddin Harahap dan 

kawan-kawan (Harahap et al., 2023). 

Pembangunan berkelanjutan mempunyai 

indikator yang sama dengan keuangan 

syariah sebagai perwujudan syariat Islam 

yaitu menjaga kelangsungan hidup 

manusia dan keselamatan manusia (Jan et 

al., 2021). Salah satu prinsip keuangan 

syariah yang relevan dengan pembangunan 
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berkelanjutan adalah al-qard al-hasan, 

termasuk pinjaman tanpa bunga (Hasan et 

al., 2021). Pembangunan berkelanjutan 

dapat diimplementasikan di negara-negara 

berpenduduk muslim, termasuk Indonesia. 

Di Indonesia, dalam lima tahun terakhir ini 

banyak sekali penelitian yang dilakukan 

oleh para peneliti terkait pembangunan 

berkelanjutan dan jasa keuangan syariah. 

Trimulato dan kawan-kawan melakukan 

penelitian yang hasilnya menunjukkan 

bahwa pembiayaan perbankan syariah 

untuk kebutuhan produktif usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM) berperan 

dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal ini 

sesuai dengan tujuan Sustainable 

Development Goals (SDGs) yaitu 

pemerataan kesejahteraan (Trimulato et 

al., 2021). Mabruri Andatu dan 

Abdurrahman Hilabi melakukan penelitian 

tentang implementasi layanan keuangan 

syariah menuju pembangunan 

berkelanjutan yang ramah lingkungan 

(Andatu & Hilabi, 2023). Nurma Fitrianna 

dan Ratna Ayu Widyaningrum meneliti 

tentang peran perbankan syariah dalam 

melaksanakan pembangunan berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan dengan 

memperhatikan aktivitas peminjaman dana 

ke arah kegiatan yang berwawasan 

lingkungan (Fitrianna, 2020). Berdasarkan 

uraian tersebut di atas, maka lembaga 

keuangan syariah memiliki banyak 

dimensi dalam pembangunan nasional dan 

daerah. 

Penelitian ini fokus dilakukan 

untuk mengetahui peran jasa keuangan 

syariah dalam pembangunan berkelanjutan 

di daerah. Selain itu penelitian juga 

dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan jasa keuangan syariah dengan 

model struktural dan kultural. Penelitian 

ini tergolong baru karena berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang sudah ada. 

Hal baru dalam pemodelan jasa keuangan 

syariah yaitu model struktural dan model 

kultural. Kedua model tersebut 

menggambarkan perannya masing-masing 

dalam penelitian ini. Hal baru dalam 

penelitian ini juga terkait dengan peran 

lembaga keuangan syariah dalam 

pembangunan berkelanjutan di daerah. 

Untuk membandingkan jasa 

keuangan syariah model struktural dan 

model kultural, penelitian membandingkan 

dua lembaga keuangan syariah yang sama-

sama eksis dan berkembang di Madura, 

khususnya di Kabupaten Sumenep. 

Lembaga keuangan syariah model 

struktural yaitu Bank BPRS Bhakti 

Sumekar, yang didirikan dan dimiliki 

sahamnya oleh Pemerintah Kabupaten 

Sumenep, Jawa Timur. Sementara itu, 

lembaga keuangan syariah model kultural 

adalah BMT NU Jawa Timur, yang 

dulunya bernama BMT NU Gapura. 
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Lembaga keuangan syariah ini didirikan 

oleh kelompok masyarakat yang berafiliasi 

kepada organisasi massa keagamaan 

Nahdlatul Ulama (NU) level kecamatan, 

tepatnya Kecamatan Gapura, Kabupaten 

Sumenep, JAwa Timur. Penelitian ini 

berupaya untuk mengungkap dari kedua 

model lembaga keuangan syariah tersebut, 

mana yang lebih memberi kontribusi besar 

dalam pembangunan daerah, dan model 

mana dari kedua lembaga keuangan 

syariah tersebut yang lebih tahan terhadap 

krisis.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan model 

kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih 

karena dapat menjelaskan permasalahan 

pembangunan yang kompleks dan 

multidimensi. Selain itu, penelitian 

kualitatif juga dapat menjelaskan peran 

sektor keuangan syariah khususnya di 

Madura. Menurut André Queiros, Daniel 

Faria, dan Fernando Almeida, salah satu 

kelebihan penelitian kualitatif adalah dapat 

bermanfaat untuk menjelaskan fenomena 

yang kompleks sekaligus memberikan 

makna pada konteks tertentu (Queirós et 

al., 2017). Menurut Michael Quinn Patton, 

penelitian kualitatif bergantung pada 

kualitas dan kredibilitas data yang 

dikumpulkan oleh peneliti (Patton, 1999). 

Kualitas penelitian kualitatif ditentukan 

oleh validasi data yang dikumpulkan dan 

metode yang digunakan (Trullols et al., 

2004). Untuk memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan peneliti kredibel dan 

berkualitas baik, peneliti mengumpulkan 

data dari sumber yang terpercaya dan 

memiliki otoritas serta akuntabilitas terkait 

dengan pembangunan berkelanjutan di 

Madura.  

Pengumpulan data dilakukan 

dengan dua teknik. Pertama, wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam 

dilakukan dengan direktur Bank BPRS 

Bhakti Sumekar dan direktur BMT NU 

Jawa Timur. Selain itu wawancara juga 

dilakukan dengan para nasabah kedua 

bank tersebut. Kedua, observasi atau 

pengamatan langsung di lapangan. 

Pengamatan langsung dilakukan dengan 

mendatangi kantor pusat kedua lembaga 

perbankan syariah tersebut, dan 

mendatangi kantor cabang/ unit yang 

melakukan pelayanan. Selain itu, observasi 

juga dilakukan pada produk yang 

dikembangkan oleh lembaga keuangan 

syariah berupa mini market. Hasil 

observasi didokumentasikan dalam bentuk 

foto, sebagian foto disajikan dalam 

penelitian ini sebagai representasi dari 

dokumen yang dimiliki oleh peneliti pada 

saat melakukan observasi.   

Data yang telah terkumpul, baik 

melalui penelusuran dokumen maupun 
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wawancara mendalam, kemudian 

dianalisis menggunakan teori institusional 

baru. Hal ini relevan dengan pendapat 

Margarete Sandelowski mengenai 

penelitian kualitatif analitis. Menurut 

Sandelowski, proses penelitian kualitatif 

analitis dilakukan dengan mengekstraksi 

fakta, kemudian mengidentifikasi topik 

utama, membuat dimensi untuk konten 

informasi, dan menggunakan kerangka 

kerja yang berguna untuk reduksi data 

(Sandelowski, 1995).    

Pendekatan penelitian ini adalah 

studi komparatif. Menurut Mangesh Joshi 

dan Vishwas Deshpande, model 

komparatif dibenarkan dalam penelitian 

yang memiliki variabel dan keluaran yang 

serupa (Joshi & Deshpande, 2019). 

Penelitian ini membandingkan aspek 

struktural dan kultural jasa keuangan 

syariah untuk pembangunan berkelanjutan 

di Kabupaten Sumenep, Madura. 

Perbandingan dalam penelitian ini 

merupakan perbandingan output yang 

dilakukan oleh dua jasa keuangan syariah, 

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan BMT 

NU Jawa Timur.     

 Penelitian ini juga berupaya 

melakukan pengecekan dan pengecekan 

ulang terhadap data-data yang telah 

ditemukan. Data yang diperoleh melalui 

studi pustaka pada situs-situs resmi 

kemudian dicek silang dengan publikasi-

publikasi di media daring. Menurut 

Anthony Onwuegbuzie, Nancy Leech, dan 

Kathleen Collins, penelitian dengan 

menggunakan penelitian kepustakaan 

merupakan penelitian sintetis karena tidak 

berdiri sendiri (Onwuegbuzie et al., 2012). 

Salah satu cara cross-check dalam 

penelitian kualitatif adalah triangulasi. 

Menurut Veronica Thurmond, triangulasi 

adalah penggabungan minimal dua 

perspektif penelitian, baik yang terkait 

dengan metodologi, analisis data, maupun 

sumber data. (Thurmond, 2001).  

Triangulasi dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber data. Sumber 

data pertama adalah penelusuran dokumen 

untuk data mengenai pembangunan 

berkelanjutan di Madura. Dokumen 

diperoleh dari situs web resmi pemerintah, 

publikasi, dan media daring. Setelah itu, 

peneliti melakukan wawancara dengan 

berbagai informan, meliputi direktur bank, 

manajer bank, karyawan bank, nasabah 

bank, dan akademisi. Selain wawancara 

mendalam, pengumpulan data juga 

dilakukan dengan melakukan observasi 

langsung ke lokasi kegiatan perbankan dan 

aktivitas nasabah bank. Setelah melakukan 

kegiatan observasi, peneliti mengundang 

pihak-pihak yang terkait dengan 

pembangunan berkelanjutan untuk 

melakukan diskusi terbatas dan terfokus. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Layanan keuangan syariah di 

Indonesia terus mengalami perkembangan. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) pada 2022, aset BPRS mencapai 

Rp20,16 triliun, tumbuh 18,15% dibanding 

2021. Dana pihak ketiga di BPRS juga 

mengalami pertumbuhan, yakni sebesar 

Rp13,45 triliun, naik 16% dibanding 2021. 

Pembiayaan BPRS mencapai Rp14,45 

triliun, tumbuh 20,57% dibanding 2021 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Layanan 

keuangan syariah juga terus berkembang 

di daerah. Seperti yang terjadi di Madura, 

Jawa Timur, layanan keuangan syariah 

terus tumbuh dan berkembang. Hal ini 

setidaknya terlihat dari dua layanan 

keuangan syariah di Kabupaten Sumenep, 

kabupaten paling timur di Pulau Madura. 

Di Kabupaten Sumenep, terdapat dua 

layanan keuangan syariah yang tumbuh 

besar dan pesat, yakni BPRS Bhakti 

Sumekar dan BMT NU Jawa Timur (dulu 

BMT NU Gapura). Kedua layanan 

keuangan syariah ini memiliki 

karakteristik yang berbeda satu sama lain.  

 BPRS Bhakti Sumekar merupakan 

model layanan keuangan syariah yang 

bersifat struktural karena didirikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa 

Timur, berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumenep Nomor 6, 31 Juli 

2003. Modal pendirian BPRS Bhakti 

Sumekar murni bersumber dari Pemerintah 

Kabupaten Sumenep, yaitu sebesar Rp160 

miliar. Pada awal berdirinya BPRS Bhakti 

Sumekar dimaksudkan untuk memberikan 

layanan kepada warga Kabupaten 

Sumenep di bidang ekonomi dan jasa 

keuangan. Mengingat kondisi wilayah 

Kabupaten Sumenep yang secara geografis 

sangat luas, terdiri dari wilayah daratan 

dan kepulauan, dari 27 kecamatan, 

sembilan di antaranya berada di wilayah 

kepulauan. Jumlah pulau di Kabupaten 

Sumenep mencapai 126 pulau, baik yang 

berpenghuni maupun yang tidak 

berpenghuni.  

Pada tahun 2003, di beberapa 

kecamatan di wilayah daratan dan 

kepulauan belum ada bank yang 

beroperasi. Meskipun wilayah tersebut 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, namun tetap saja membutuhkan 

layanan keuangan. Mayoritas masyarakat 

Kabupaten Sumenep beragama Islam yang 

fanatik. Di Kabupaten Sumenep terdapat 

banyak pondok pesantren besar, seperti 

Pondok Pesantren An-Nuqoyah Guluk-

Guluk dan Pondok Pesantren Al-Amien. 

Begitu pula dengan tokoh agama di 

Kabupaten Sumenep. Hal ini mendorong 

Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk 

mendirikan BPRS Bhakti Sumekar. Pada 

2022, aset BPRS Bhakti Sumekar tercatat 

sebesar Rp1.159,28 triliun, naik dari Rp46 
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miliar pada 2021. Laba bersih tercatat 

sebesar Rp11,734 miliar, tumbuh Rp232 

miliar atau 2,03% dibanding 2021 sebesar 

Rp11,501 miliar. Dana pihak ketiga pada 

BPRS Bhakti Sumekar mencapai 

Rp838,347 miliar, tumbuh Rp68 miliar 

atau 8,84% dari 2021 sebesar Rp770,254 

miliar. Total pembiayaan tercatat sebesar 

Rp700,39 miliar, naik Rp15,42 miliar atau 

2,25% dibanding 2021 sebesar Rp684,970 

miliar. Sementara itu, pembiayaan kepada 

usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) mencapai Rp16,22 miliar. 

 

 
Gambar 1. Kantor Pelayanan BPRS 

Bhakti Sumekar Pulau Sapeken 

(Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 

2023) 

 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

(KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 

NU Jawa Timur merupakan salah satu 

model layanan keuangan syariah kultural 

karena berdiri berdasarkan kesepakatan 

antara pengurus Majelis Pimpinan Cabang 

Perwakilan Nahdlatul Ulama (MWC NU) 

Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, 

pada 1 Juni 2004. Saat ini berdiri dengan 

nama BMT NU Gapura, namun setelah 

melebarkan sayap ke kota-kota lain di 

Jawa Timur, namanya diubah menjadi 

BMT NU Jawa Timur. 

Modal awal saat BMT NU Jawa 

Timur berdiri hanya sebesar Rp400.000 

yang bersumber dari iuran pengurus. BMT 

NU Jawa Timur berdiri karena semangat 

keagamaan dan ekonomi, untuk 

memerangi praktik rentenir yang terjadi di 

sekitar masyarakat Gapura saat itu. 

Mereka yang menjadi korban rentenir 

adalah para petani, nelayan, dan pengusaha 

kecil, dan sebagian besar dari mereka 

adalah warga Nahdliyyin. Bermodalkan 

semangat itu, Masyudi Kanzillah, 

penggagas BMT NU yang juga Ketua 

Lembaga Ekonomi Gapura MWC NU 

mengajak pengurus lainnya untuk turut 

menyumbang modal. Setelah terkumpul, 

pengurus kemudian mencari pihak-pihak 

yang membutuhkan modal usaha. Pada 

awal beroperasi, yang meminjamkan 

modal adalah para pedagang kecil, 

pedagang rusak, dan usaha rumahan. 

Dalam perjalanannya, BMT NU Jawa 

Timur terus berkembang pesat. Hingga 

tahun 2022, BMT NU Jawa Timur telah 

memiliki 312 ribu nasabah dan telah 

berhasil membuka 100 kantor cabang yang 

tersebar di 10 kabupaten dan kota di Jawa 

Timur. 
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Gambar 2. Toko dan gedung serba guna 

milik BMT NU Gapura, Sumenep 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 

2023) 
 

Selain itu, BMT NU Jawa Timur 

memiliki sembilan swalayan yang tersebar 

di sejumlah kecamatan di Jawa Timur. 

Total karyawan di BMT NU Jawa Timur 

mencapai 854 orang. Salah satu upaya 

yang dilakukan BMT NU Jawa Timur 

untuk meningkatkan usaha di bidang jasa 

keuangan syariah adalah dengan peduli 

terhadap segmen pasar bawah, yang 

menabung Rp5.000 hingga Rp20.000 

setiap harinya. Rata-rata, tabungan 

tersebut diambil setiap bulan untuk 

berbagai keperluan. Untuk menciptakan 

loyalitas nasabah, BMT NU Jawa Timur 

memberikan kemudahan bagi nasabahnya, 

di antaranya dengan menyediakan layanan 

antar jemput, mengambil uang yang akan 

ditabung, serta mengantarkan uang yang 

dibutuhkan jika terjadi keadaan darurat, 

seperti untuk biaya persalinan, meski 

tengah malam sekalipun. Saat ini, BMT 

NU Jawa Timur telah memberikan 

kontribusi sebesar Rp14,4 miliar kepada 

pengurus cabang NU tingkat kecamatan 

sejak berdiri hingga tahun 2022.  

 

 

 

 

Tabel 1. Profil Jasa Keuangan Syariah Model Struktural dan Kultural 

No Karakteristik BPRS Bhakti Sumekar BMT NU Jawa Timur 

1 Year of founding 2002 2004 

2 Basis of 

establishment 

Local regulation Agreement with MWC 

NU management 

3 Initial capital IDR 160 billion IDR 400,000 

4 Source of capital Sumenep Regency 

Revenue and Expenditure 

Budget (APBD) 

Member fees 

5 Current assets IDR 1,159.28 trillion IDR 790 billion 

6 Number of branches 38 di Madura 100 in East Java 

7 Customer State Civil Apparatus Small Society 

8 Orientation Government services Helps microeconomics 

9 Model Structural Cultural 

10 Guarantee Deposit Insurance Agency 

(LPS) 

Non-Deposit Insurance 

Agency (LPS) 

Sumber: Penulis 
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Indikator yang digunakan untuk 

melihat peran dua jasa keuangan syariah, 

BPRS Bhakti Sumekar dan BMT NU Jawa 

Timur, dalam pembangunan berkelanjutan 

di Kabupaten Sumenep, Madura, adalah 

tiga indikator pembangunan berkelanjutan 

untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/ SDGs) 

yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB). Sejatinya, ada 17 tujuan 

pembangunan berkelanjutan yang hendak 

dicapai selama kurun waktu 2016–2030 

(MPR, 2017). Di Madura, capaian indeks 

pembangunan manusia (IPM) Kabupaten 

Sumenep pada 2019–2022 berada pada 

posisi tertinggi. Indeks pembangunan 

manusia (IPM) Kabupaten Sumenep pada 

2022 sebesar 67,87 persen, sedangkan 

Kabupaten Pamekasan sebesar 66,99 

persen atau selisihnya 0,88 persen. 

Sementara itu, Kabupaten Bangkalan 

sebesar 65,05 persen dan Kabupaten 

Sampang sebesar 62,80 persen. Hal ini 

berkorelasi positif dengan aspek 

pendidikan di Kabupaten Sumenep. 

Penduduk usia tujuh tahun memiliki lama 

sekolah yang diharapkan 13,51 tahun atau 

setara dengan Diploma I. Angka ini 

meningkat 0,18 tahun dibanding tahun 

sebelumnya, yakni 13,33 tahun. Pada 

tahun 2022, Kabupaten Sumenep 

mengalami pertumbuhan ekonomi positif, 

sedangkan kabupaten lain di Madura, 

seperti Kabupaten Bangkalan, mengalami 

pertumbuhan negatif. Perekonomian 

Kabupaten Sumenep tumbuh 3,11 persen 

yang didominasi oleh sektor pertanian, 

perikanan, dan kehutanan sebesar 37,74 

persen. 

 Jasa keuangan syariah, khususnya 

BMT NU Jawa Timur, memiliki daya 

tahan terhadap krisis. Hal itu terbukti saat 

pandemi COVID-19 melanda dunia, 

termasuk Indonesia, pada tahun 2020–

2021. Pandemi COVID-19 mengakibatkan 

terjadinya krisis ekonomi. Namun, BMT 

NU Jawa Timur sama sekali tidak 

terdampak oleh pandemi COVID-19. Hal 

itu dijelaskan oleh Masyudi, Direktur 

Utama BMT NU Jawa Timur. Menurut 

Masyudi, seluruh kegiatan usaha BMT NU 

Jawa Timur selama pandemi COVID-19 

berjalan seperti biasa, tidak ada kredit 

macet dari peminjam (debitur). Peminjam 

tetap mengembalikan uangnya dengan cara 

mencicil secara berkala setiap bulan. 

Begitu pula dengan dana pihak ketiga yang 

tersimpan di BMT NU Jawa Timur yang 

terus meningkat. Salah satu rahasia 

kestabilan debitur dan nasabah di BMT 

NU Jawa Timur adalah sebagian besar dari 

mereka adalah petani dan pengusaha kecil 

yang tinggal di desa. Selama pandemi 

COVID-19, para petani dan pedagang 

kecil tetap menjalankan kegiatan usaha. 

Pola pelayanan yang diterapkan BMT NU 
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Jawa Timur menggunakan sistem pick up 

and drop off, petugas yang mendatangi 

rumah debitur dan nasabah mengambil dan 

menyalurkan uang yang dibutuhkan.  

“Petugas kami memberikan 

layanan antar jemput ke rumah, ke sawah, 

dan ke warung makan, dan yang dijemput 

bisa lima ribu atau 10 ribu rupiah. Satu 

petugas bisa menjemput 400 orang, 

mereka bertugas setiap hari.” (Wawancara 

dengan Masyudi, di Kantor BMT NU Jawa 

Timur, Jalan Gapura, Sumenep, 21 Juli 

2023). 

 Jasa keuangan syariah di Indonesia 

memang memiliki karakteristik yang baik, 

yakni tahan terhadap krisis ekonomi. Dari 

20 bisnis berbasis keuangan syariah yang 

diteliti di Indonesia sebelum dan sesudah 

pandemi COVID-19, tidak ditemukan 

perbedaan tingkat profitabilitas. Data ini 

menunjukkan bahwa bisnis berbasis 

keuangan syariah memiliki ketahanan 

terhadap resesi (Afkar et al., 2023). 

Ketahanan layanan keuangan syariah yang 

baik di tengah krisis ekonomi memberikan 

dorongan bagi pengembangan usaha 

mikro, kecil, dan menengah, bahkan di 

tengah krisis (Jenita, 2017). Keberhasilan 

jasa keuangan Islam dalam membangun 

bisnis dan memberikan peran positif dalam 

pembangunan berkelanjutan dapat 

dianalisa dengan menggunakan teori 

ekonomi kelembagaan baru. Dalam teori 

ekonomi kelembagaan baru, terdapat 

empat unsur yang harus ada dalam 

kegiatan ekonomi. Hal ini mengacu pada 

pendapat Oliver E. Williamson. Menurut 

Williamson, ekonomi kelembagaan baru 

meliputi aspek pertama, yaitu tabungan, 

yang meliputi norma, kebiasaan, dan 

tradisi, termasuk agama (Williamson, 

1985).  

 Keberhasilan BMT NU Jawa 

Timur tidak lepas dari faktor simpanan. 

BMT NU Jawa Timur memiliki 

keterikatan yang kuat dengan debitur, 

nasabah, dan masyarakat sekitar. Pengurus 

BMT NU Jawa Timur memahami aspek 

budaya, adat istiadat, norma, dan agama 

masyarakat Sumenep Madura, sehingga 

mampu menjalankan perilaku dan 

kebijakan usaha yang dijalankan sesuai 

dengan budaya dan adat istiadat yang 

berlaku. Aspek lain seperti aspek hukum 

bukanlah menjadi pertimbangan utama 

BMT NU Jawa Timur. Masih banyak 

aspek budaya, adat istiadat, dan kebiasaan 

yang diterapkan dalam pengelolaan jasa 

keuangan. 

Dalam teori ekonomi kelembagaan 

baru Williamson, terdapat tata kelola yang 

diterapkan oleh pemerintah yang 

memungkinkan sumber daya yang ada 

terdistribusi dengan baik, sehingga 

menciptakan kesempatan kerja di tingkat 

bawah (Williamson, 2000). Hal ini 
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diimplementasikan dalam bentuk 

pemberdayaan pengurus dan anggota NU 

di tingkat kecamatan untuk menjadi 

pengurus BMT NU Jawa Timur, sekaligus 

sebagai karyawan, yang bertugas untuk 

menjemput dan mengantar dana nasabah 

setiap hari dalam seminggu. 

Dalam teori ekonomi kelembagaan 

baru, terdapat empat unsur yang harus ada 

dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mengacu 

pada pendapat Oliver E. Williamson. 

Menurut Williamson, ekonomi 

kelembagaan baru mencakup tabungan, 

yang meliputi norma, kebiasaan, dan 

tradisi, termasuk agama. Yang kedua 

adalah lingkungan kelembagaan. 

Kelembagaan yang dimaksud di sini 

adalah berfungsinya lembaga pemerintah, 

yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif. Tidak hanya lembaga tetapi juga 

lingkungan memengaruhi berfungsinya 

kinerja lembaga tersebut. Yang ketiga 

adalah tata kelola kelembagaan 

pemerintah. Pada tahap ini, diperlukan 

adanya sistem hukum yang tegas dan jelas 

yang mengatur kepemilikan swasta. 

Keempat adalah alokasi sumber daya dan 

kesempatan kerja (Williamson, 1985). 

Dalam teori ekonomi kelembagaan baru 

Williamson, perlu adanya tata kelola yang 

diterapkan oleh pemerintah yang 

memungkinkan sumber daya yang ada 

terdistribusi dengan baik, sehingga 

menciptakan kesempatan kerja di tingkat 

bawah. Hal ini dapat tercapai jika 

penerapannya didasarkan pada hukum 

yang mengakui kepemilikan individu dan 

mengakomodasi tradisi, adat istiadat, serta 

norma yang berlaku di masyarakat. 

Menurut Williamson, diperlukan kontrak 

untuk kegiatan yang dilakukan. Hal ini 

merupakan bagian dari tata kelola yang 

baik, dan dimensi hukumnya adalah 

perlindungan bagi para pihak (Williamson, 

2000).  

 Menurut teori ekonomi 

kelembagaan baru yang dikemukakan 

Williamson pada tingkat ketiga, terdapat 

aspek hukum atau aturan main yang 

mengatur kepemilikan hak individu. 

Dalam konteks hukum, kepemilikan 

individu merupakan akad mengenai 

keberadaan dana milik masyarakat pada 

bank syariah. Akad tersebut dapat 

diartikan sebagai jaminan atas keberadaan 

dana pribadi pada bank tersebut. 

Perbankan syariah telah menjamin 

keberadaan dana masyarakat yang 

disimpan. Pada baitul maal wat tamwil 

(BMT) dan koperasi, jaminan atas dana 

masyarakat berupa buku tabungan bagi 

nasabah penyimpan dana. Namun, tidak 

ada jaminan dari Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS) apabila BMT atau 

koperasi tersebut mengalami gagal bayar. 

Meskipun tidak ada jaminan tertulis, 



 

fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id       Vol 19, nomor 2, Desember 2024 

ejournalwiraraja.com                 ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X 

74 | Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja 

 

antusiasme masyarakat terhadap jenis 

layanan keuangan ini di Sumenep, Madura 

sangat besar. Masyarakat memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi terhadap layanan 

keuangan ini. Salah satu hal yang 

menciptakan kepercayaan masyarakat 

yang tinggi adalah rekam jejak dan kinerja 

keuangan yang dapat diandalkan. Bahkan 

saat terjadi krisis, seperti yang terjadi pada 

masa pandemi COVID-19. 

 

4. PENUTUP 

 Jasa keuangan syariah, perbankan 

syariah, koperasi syariah, dan baitul maal 

wat tamwil (BMT) memiliki peran penting 

dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan di daerah. Model struktural 

perbankan syariah yang dimiliki 

pemerintah daerah, seperti BPRS Bhakti 

Sumekar yang didirikan Pemerintah 

Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, 

memiliki peran penting dalam memberikan 

layanan dan pembangunan di daerah, 

terutama daerah terpencil dan terluar, 

termasuk kepulauan. Hal tersebut terjadi di 

Kepulauan Sapeken, Sumenep, Jawa 

Timur. Di pulau terpadat di Jawa Timur 

tersebut, hanya ada satu bank yang 

beroperasi untuk memberikan layanan, 

yakni BPRS Bhakti Sumekar. Keberadaan 

perbankan syariah yang dimiliki 

pemerintah daerah di daerah terpencil, dan 

kepulauan dimungkinkan karena 

pemerintah daerah memiliki kemampuan 

untuk melakukan intervensi di daerah dan 

wilayah tertentu. Pemerintah juga 

memiliki perangkat dan infrastruktur untuk 

melakukan hal tersebut. Selain itu, 

pemerintah juga memiliki sumber daya 

manusia, berupa aparatur sipil negara 

(ASN), untuk dikerahkan guna 

melaksanakan tugas pelayanan di daerah 

tertentu. Sementara itu, jasa keuangan 

mikro syariah, koperasi, atau baitul maal 

wat tamwil, seperti BMT NU Jawa Timur, 

memiliki akar yang kuat dalam 

perekonomian dan keuangan masyarakat 

kecil. Hal ini dimungkinkan karena secara 

kultural, masyarakat memiliki ikatan 

emosional dengan jasa keuangan syariah 

yang didirikan oleh pengurus Nahdlatul 

Ulama (NU), sehingga mayoritas 

nasabahnya adalah warga Nahdliyyin. Hal 

ini sesuai dengan kultur dan demografi 

warga NU yang mayoritas tinggal di desa-

desa dan bekerja sebagai petani serta 

pedagang kecil dengan tabungan yang 

tidak seberapa untuk berbagai kebutuhan.    
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